
     

  

 

 

 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN WALIKOTA JAMBI 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN 

DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA JAMBI, 
 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Pasal 160 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 angka romawi III huruf b dan 
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik 
Indonesia Tahun Anggaran 2018, maka terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan 
dimaksud; 

 
 

 

SALINAN 



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah 

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

   
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik 

Indonesia Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 
 

 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 825); 

22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor); 

23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 56 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 
ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018 
 

 
 

 



PASAL I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan :      

a. Pendapatan Asli Daerah              Rp.    328.896.647.550,- 
b. Dana Perimbangan             Rp. 1.143.550.934.000,-  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Rp.    155.530.261.895,- 
 

       Jumlah Pendapatan                                      Rp.1.627.977.843.445,- 

 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai     Rp. 699.171.149.816,- 

2) Belanja Bunga     Rp.                         0,- 
3) Belanja Subsidi     Rp.                         0,- 

4) Belanja Hibah     Rp.   42.593.414.275,- 

5) Belanja Bantuan Sosial    Rp.     4.116.455.000,-  
6) Belanja Bagi Hasil     Rp.                          0,- 

7) Belanja Bantuan Keuangan   Rp.     1.292.132.400,- 
8) Belanja Tidak terduga    Rp.     2.105.867.000,- 

 

             Rp.749.279.018.491,-  



b. Belanja langsung 

1) Belanja Pegawai     Rp.   80.090.602.958,- 
2) Belanja Barang dan Jasa    Rp. 410.408.318.737,-  

3) Belanja Modal     Rp. 431.850.187.305,-  
         Rp.   922.349.109.000,- 

Jumlah Belanja                                   Rp.1.671.628.127.491,- 

Surplus/(Defisit)                  Rp.   (43.650.284.046),- 

 

 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan      Rp.  48.650.284.046,- 

b. Pengeluaran      Rp.    5.000.000.000,-    
Jumlah Pembiayaan Neto        Rp.     43.650.284.046,-   

Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan    Rp.                            0,- 

 

2. Diantara Pasal 1 disisip (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1A 

(1) APBD TA 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b angka 1, dalam kelompok Dana Perimbangan, yang 

memuat rincian jenis pendapatan sebagai berikut: 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; 

b. Dana Alokasi Umum;  

c. Dana Alokasi Khusus; dan  

d. Dana Insentif Daerah 

e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

 



(2) Pendapatan dalam kelompok dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, di ubah 

menyesuaikan Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam rincian obyek pendapatan hibah dana BOS. 

 
3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 

Pasal 1A huruf c tercantum dalam Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal  3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 1A 

huruf c , huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II tentang Penjabaran Perubahan APBD yang merupakan  

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

 

 

 

 

 



PASAL  II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kota Jambi. 

Ditetapkan di Jambi 

Pada tanggal   2 April  2018 
 

 Pjs. WALIKOTA JAMBI, 

 

 ttd 

 

      MUHAMMAD FAUZI 

 

Diundangkan di Jambi 
Pada tanggal  2 April  2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 

 

 ttd 

BUDIDAYA 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR  11 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  

PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI 

 
ttd 

 

EDRIANSYAH, SH., MM 

Pembina 

NIP.19720614 199803 1 005 


